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Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Yth. Para Undangan (Sesuai Lampiran I) 

Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP) telah membawa dampak yang cukup besar terhadap aturan pajak yang 

berlaku di Indonesia. Di antaranya beberapa ketentuan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program 

Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup 

memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda. Perubahan UU PPN berlaku mulai 1 April 

2022. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan menyelenggarakan Diskusi 

Kelompok Terpumpun untuk menyerap aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan UU HPP 

khususnya terkait perubahan ketentuan PPN pada: 

hari/tanggal : Rabu/16 Maret 2022 

waktu : pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB 

tempat : Gedung Mar’ie Muhammad Lt. 5 Ruang Rapat Madya 

  Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 

  Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan 

Berkaitan dengan kegiatan tersebut, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu sebagai peserta dalam 

kegiatan diskusi kelompok terpumpun tersebut. Dalam rangka koordinasi lebih lanjut terkait 

kegiatan tersebut, Staf Bapak/Ibu dapat menghubungi Sdr. Ikhwanudin (0813 1771 7781) di Seksi 

Kemitraan Wajib Pajak. Bersama undangan ini, kami lampirkan materi diskusi tersebut. 

Untuk menjaga protokol kesehatan, seluruh peserta dan panitia yang terlibat diwajibkan 

melakukan swab antigen yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak  di lokasi kegiatan. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima 

kasih. 
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LAMPIRAN I 
Undangan Direktur Jenderal Pajak 

 Nomor : UND-21/PJ/PJ.09/2022 
Tanggal : 15 Maret 2022 

Daftar Undangan Diskusi Kelompok Terpumpun 

atas Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  

Rabu, 16 Maret 2022 

 

1. Prof. Dr. Haryo Kuncoro, UNJ (Ahli Ekonomi Moneter) 

2. Dr. Titi Muswanti Putranti, M. Si. (Universitas Indonesia) 

3. Dr. Beny Susanti, S.E., M.M (Universitas Gunadarma) 

4. Dr. Ronny S Hotma Bako, S.H., M.H (Universitas Pelita Harapan) 

5. Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax (Managing Partner DDTC) 

6. Hendro Lukman SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.) (Universitas Tarumanegara) 

7. Berly Martawardaya, M.Sc (Universitas Indonesia) 

8. Fajry Akbar (Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis) 

9. Ajib Hamdani (Pengamat Ekonomi Indigo Network)  
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LAMPIRAN II 
Undangan Direktur Jenderal Pajak 

 Nomor : UND-21/PJ/PJ.09/2022 
Tanggal : 15 Maret 2022 

 

Susunan Acara Diskusi 

Kelompok Terpumpun 

atas Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

Rabu, 16 Maret 2022 

No. Waktu Sesi Keterangan 

1 09.00 s.d. 09.10 Pembukaan MC 

2 09.10 s.d. 09.30 Sambutan Direktur Jenderal Pajak Dipandu oleh MC 

3 09.30 s.d. 10.00 Paparan Tim UU HPP DJP 

4 10.00 s.d. 10.50 Diskusi dan tanya jawab Dipandu oleh Moderator 

5 10.50 s.d. 11.00 Simpulan dan Penutupan DJP 
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